
GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 04 TAHUN 2o2s

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

DtrNGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan
dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahon 1956 tentang Pembentukan
Daerali Otonoin Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun i956 Nomor 64, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
20O8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beber"apa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 ter,tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Nefara Repubiik
Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indbnesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah bebera"pa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KErja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta}lun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang- .../2
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8. Undang-l,Indang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antaia Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20 18 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2 I Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O13 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 terfiang' Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahur, 2022 Nomor 582);

20. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBII2O2l tentang Penyedia
Jasa Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2l Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6692);

21. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor
87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

22. Perairan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2O2l tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh
Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN: .../3
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN
DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1 Kartu Kredit adalah kartu kredit sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di
bidang sistem pembayaran.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya
disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Aceh.

3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan
Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Kartu Kredit Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat KI(PA

adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan
pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBA, setelah

. kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank
peneibit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada w.a,ktu
yang disepakati dan Satuan Kerja Perangkat Aceh berkewajiban
melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang
disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

6. Pemegang KKPA adalah pejabat dan/atau pegawai yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh untuk
melakukan transaksi pembayaran dengan KKPA berdasarkan
penetapan Pengguna Anggaran.

7. Administrator KKPA adalah pejabat dan/atau pegawai di
lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang berstatus sebagai
Pefawaf Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang ditugaskan
Gubernur melaksanakan administrasi penggunaan KKPA.

B. Pelaksana Kuasa Pengguna KKPA adalah pejabat dan/atau
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang diberikan kuasa oleh
Pemegang KKPA sebagai pengguna KKPA.

9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA
adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.

1O. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh
yang selanjutnya disingkat DPA SKPA adalah dokumen yang
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPA yang
melaksanakan fungsi bendahara umum aceh yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya
disingkat SKPKA adalah unsur penunjang urusan pemerintahan
pada- Pemerintah Aceh yang melaksanakan Pengelolaan
Keuangan Aceh.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.

13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA
dalam melaksanakan sebagian tugas dal fungsi SKPA.

14. Pejabat Pengeiola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat
PPKA adalah Kepala SKPKA yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Aceh.

15. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah
PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUA.

16. Kuasa.../4
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16. Kuasa BUA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUA.

17. . Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA yang s_elanj-utnya
diiingkat PPK SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPA.

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPA yang selanjutnya
disingkat PPK Unit SKPA adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPA.

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit SKPA yang melaksanakan 1

(satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

2O. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya di singkat BP adalah
pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBA
pada SKPA.

21. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat
BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBA pada unit SKPA.

22. Barrk Penerbit KKPA adalah bank yang memfasilitasi penerbitan
alat pembayaran berupa Kartu Kredit, yang dapat dilakukan
sendiri atau melalui kerja sama dengan bank lain.

23. Daftar Pembayaran Tagihan KKPA yang selanjutnya disingkat
DPI KKPA adalah daftar hasil verifikasi PA yang memuat
informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, jenis belanja
barang, rician pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah
tagihan yang harus dibayar kepada bank penerbit KKPA.

24. Rekening Kas Umum Aceh yang selanjutnya disingkat RKUA
adalah rekening tempat penyimpanan uang Aceh yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
Penerimaan Aceh dan membayar seluruh Pengeluaran Aceh
pada bank yang ditetapkan.

25. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP
untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPA/unit SKPA
dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat
dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

26. UP Tunai adalah UP yang diberikan kepada BP melalui transfer
RKUA ke rekening BP.

27. UP KKPA adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan
belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya' dilakukan dengan KKPA.

28. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang
selanjutnya di singkat SPP-UP adalah dokumen yang digunakan
untuk mengajukan permintaan pembayaran UP.

29. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk
menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban
pengeluaran DPA SKPA yalg dipergunakan sebagai UP untuk
mendanai sub kegiatan.

30. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang digunakan
untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban
pengeluaran DPA SKPA yang dananya dipergunakan untuk
mengganti UP yang telah dibelanjakan.

31. Surat Perintah Pencairan Dana UP yang selanjutnya disebut
SP2D UP adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUA/Kuasa BUA
berdasarkan SPM.

32. Surat.../54 MW\DATAWAHED\2023\IPXA\ KEf ,GUI\'EB
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32. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh P4 J-"'g"-' aiii,j"t""-Lepada Bank Pener6it kKPA untuk menerbitkan
KKPA.

33. Personal Identification Number yang selanLjutnya disin-gkat PIN
adalah nomor " identifikasi pribadi -bagi Pemegang KKPA- yang
menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu komblnasl
angk?-angka yang dibuat o[eh -kompuie-r sebagai kode Pgndi
khirsus rJntul kEamanan dan kemudahan Pemegang KKPA
dalam melakukan transaksi.

34. Nota Pencairan Dana KKPA yang selanjutnya disingkat NPD
KKPA adalah surat persetuiuan PA/ KPA untuk pembayaran
belanja menggunakan'UP KKPA yang diajukan oleh PPTK'

35. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut- -E-
purchosing adatah tata cara Pembelian barang/jasa melalul
sistem katalog elektronik atau toko danng.

36. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut -Toko- Daring
- - 

aaatah sistem inforinasi varig memiasilitasi Pengadaan Barang/
Jasa melalui penyelenggar6an perdagangan melalui sistem
elektronik dan ritel daring.

37. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang
memuit informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKD\), produk dalam.n-egert,
proEuk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk- industri hijau,
.r.n".r. asal. harsa. Penvedia, dan inioimasi lainnya terkait
baiang/iasa' ya;c dik;lola oleh Kementerian / kmbaga/,
Pemeriiiiah Dadrah"atau l.embaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai pedoman operasional
tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPA dalam
pelaksanaan APBA.

Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi
terhadap penggunaan KKPA dalam pelaksanaan APBA.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi :

a. penggunaan KKPA;
b. pengelola KKPA;
c. UP KKPA;
d. pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPA;

e. pelaksanaan pembayaran dengan KKPA;
f. biaya penggunaan KKPA;
g. penyalahgunaan KKPA;
h. monitoring dan evaluasi; dan
i. ketentuanlain-lain.

BAB II
PENGGUNAAN KARTU KREDIT

PEMERINTAH ACEH
Pasal 5

KKPA digunakan untuk penyelesaian- tagihan. kepada
Pemerinta[ Aceh berupa peny-elesaian tagihan bgl-anja barang
dan jasa serta belanja moclal melalui mekanisme UP.

Penggunaan KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan:
a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan

jangkauan pemakaian yang lebih luas;
b. transaksi.../6
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(2t
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b. transaksi dapat dilakukan di seluruh PPnyedia. barang/.
Jasa yang menenma pembayaran secara elektronik melalui
'mesih elZctronic data'captur-e aLau media dalam jaringan;

c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya
penyimpanga n ataw fraud;

d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau
idle cash;

e. ehsiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Aceh dari
penggunaan UP; dan

f. akur,tabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebasan
biaya penggunaan UP KKPA.

BAB III
PENGELOLA KARTU KREDIT

PEMERINTAH ACEH
Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Keuangan Aceh

Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPA, PPKA selaku BUA mempunyai tugas
dan wewenang:
a. menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPA;
b. melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerja sama

Pemerintah Aceh dengan pejabat Bank Penerbit KKPA;
c. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank

Penerbit KKPA;
d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan

Pemegang KKPA dan Administrator KKPA berdasarkan usulan
PA;

e. menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPA kepada
Bank Penerbit KKPA;

f. menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPA dengan
Pemegang KKPA;

g. menyerahkan KKPA kepada Pemegang KKPA disertai berita acara" serah terima KKPA dan surat perjanjian penggunaan KKPA;
h. menandatangani berita acara serah terima KKPA dan surat

perjanjian penggunaan KKPA setelah terlebih dahulu dilakukan
penandatanganan oleh Pemegang KKPA;

i. memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit
belanja KKPA dari Pemegang KKPA;

j. melakukan penarikan KKPA karena penyalahgunaan atau
keadaan tertentu;

k. menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPA dalam
hal terjadi penyalahgunaan KKPA;

l. memberikan rekomendasi kepada Gubemur atas permohonan
perubahan proporsi besaran UP KKPA;

m. memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya
permohonan dispensasi perubahan besaran UP;

n. menlrusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembayaran dengan KKPA;

o. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk memberikan
surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPA;

p. menerbitkan surat penarikan KKPA;
q. menyampaikan surat penarikan KKPA kepada Bank Penerbit

KKPA dengan tembusan kepada Pemegang KKPA;
r. melakukan pengawasan secara internal alqs kewajiban

pembayaran [agi6an KKPA agar tidak melewati batas waktu/
jatuh tempo pembayaran;

s. menetapkan.../7
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s. menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu
p.rgzuir".r, penyeles'aian tagihan, dan pertanggungjawaban
kXpa- dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

t. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama,
surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPA,
status KKPA, lumiatr dan total- limit KKPA yang.disetujui oleh
Bank Penerbif XXpe, ringkasan belanja dan pembayaran, serta
hambatan dan kendala; dan

u. menl,usun dan menvampaikan laporan hasil monitoring dan
evah]asi pelaksanaan pembayaran dengan KKPA .secara
triwulanan, semesteran d-an tahunan secara triwulanan kepada
Gubernur.

Bagian Kedua
Kuasa Bendahara Umum Aceh

Pasal 7

Dalam penggunaan UP KKPA, Kuasa BUA mempunyai tugas dan
wewenang:
a. menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPA dengan

Pemegang KKPA;
b. melakukan penelitian besaran/ proporsi UP KKPA;

c. menyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPA SKPA;

d. melakukan pencatatan pagu jenis belanja-yang bisa dibayarkan
melalui UP, pagu jenis 6elanjh yang bisa dibayarkan melalui !{P
KKPA, dan 

'besdra-n/ perubaharr besaran/ perubahan proporsi UP
KKPA ke dalam kartu pengawasan UP KKPA;

e. melakukan verifikasi atas SPM GU KKPA yang diajukan oleh PA;

f. mengembalikan SPM GU KKPA kepada PA dalam ha1 SPM GU
KKPA tidak memenuhi persyaratan;

C. menerbitkan SP2D GU KKPA;
h. melakukan koordinasi dengan SKPA, terkait percepatan

penyelesaian tagihan KKPA yang belum dibayarkan;
i. melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPA oleh

PAlKPA;
i. menlusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi" pelai<sanaan perilbayaran menggunakan KKPA;
k. meminta SKPA untuk melakukan percepatan penyampaian

laporan dalam hal BUA belum meneiima laporan -h3!il
mbnitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPA
tingkat SKPA;

l. menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan -hasil
monitoiing dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPA
kepada PPKA selaku BUA;

m. menyiapkan surat teguran dan/ atau pemotongan besaran UP
KKPA;

n. menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPA
SxpA ahtam tial dilakukan pem6tongari besaran UP KKPA; dan

o. menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPA
SKPA ke'pada pA dan Bank Penerbit KKPA dengan ditembuskan
ke PPKA selaku BUA.

Bagian Ketiga
Pengguna Anggaran

Pasal 8

Dalam penggunaan UP KKPA, PA mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyampaikan kebutuhan UP KKPA dalam surat pemyataan

UP;

. b. menyampaikan .../8
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b

c

d

e

menyampaikan usulan daftar Pemegan-g.KKPA- 9an Administrator
XXRA t<epaaa Gubemur melalui PPI(A selaku BUA;
menerbitkan surat pernyataan UP irntuk diajukan pada saat
penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUA;
mengaiukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPA
kepaii Gubernur m-elalui PPKA selaku BUA;
melakukan pengujian terhadaP:
1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran

atas beban APBA;
2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing\ lDaftar Tagihan

Sementara;
4. kesesuaian perhitungan antara brrkti pengeluaran dengan

Tagihan (e-billingl I D altar Tagihan Sementara;
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan

KKPA; dan
6. kesesuaian spesihkasi teknis dan volume barang/jasa dalam- 

oerianiian / k<intrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan
brrruni/j^i" yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa'

Mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran
atas-tagihan yang dibayarkan dengan KKPA;
menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang, dibayarkan
dengan KKPA dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang
tidak memenuhi ketentuan;
menerbitkan DPf KKPA atas bukti-bukti pengeluaran yang
memenuhi ketentuan;
menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada
pelaicsana Kuasa Penggun-a fxpe atas bukti-bukti pengeluaran
yang tidak memenuhi ketentuan;
menerbitkan NPD KKPA;
menerbitkan SPM-GU KKPA dan menyampaikan kepada Kuasa
BUA untuk penerbitan SP2D-GU KKPA;
melakukan verilikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPA; dan
menvampaikal laporan hasil monitoring dan evaluasi
pelai<san^aan pembdyaran dengan KKPA tingJ<-at SKPA secara
t.iwularan, se-mesteian, dan tahunan kepada BUA'

f.

h.

j.
k

I

m

Bagian KeemPat
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 9

Dalam penggunaan UP KKPA, KPA. mempunyai tugas dan
wewenang:
a. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPA

kepada PA;
b. melakukan penguj ian terhadaP:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran
atas beban APBA;

2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing) lDaftar Tagihan

Sementara;
4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan

Tagihe.n (e-billing) I Daftar Tagihan Sementara;
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan

KKPA; dan
6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam

perjanjian/k<intrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan
t 
"ia.r[7;"ia 

yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa'
c. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran

atas-tagihan yang dibayarkan dengan KKPA;
d. menolak .../9

&*, oarAwAHED\2023\rPrA\(E?.GUl\rEl
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d. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan
dengan KKPA dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang
tidak memenuhi ketentuan;

e. menerbitkan DPI KKPA atas bukti-bukti pengeluaran yang
memenuhi ketentuan;

f. menyampaikan surat pemberitahuan - Penolakan kepada
Pelaisana Kuasa Peng4un'a XXpe atas bukfi-bukti pengeluaran
yang tidak memenuhi ketentuan; dan

C. menerbitkan NPD KKPA dan menyampaikan kepada BPP'

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 10

(1) Dalam penggunaan UP KKPA, PPTK mempunyai tugas dan
wewenang:
a. menerima kuasa penggunaan KKPA dari PA/KPA selaku

Pemegang KKPA untuk melakukan belanJa menggunakan
KKPA;

b. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka pelaksanaan
anssarai atas beban pengeluaran pelaksanaan keglatan/
suE-kegiatan yang menggunakan KKPA;

c. membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPA; dan
d. menyampaikan daftar nomina.tif belanja T-"lCCun+fl [[fldilarirpiri dokumen belanja kepada PA/KPA melalui PPK-

SKPA/PPK-unit SKPA.
(2) Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPA sebagaimana'-' J;-ut "ua 

pada ayat (l)"huruf al pfT X bertanggung jawab
kepada pemegang KKPA.

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Aceh/ Pejabat Penatausahaan Keuangan
Unit Satuan Kerja Perangkat Aceh

Pasal 11

(1) Dalam penggunaan UP KKPA, PPK SKPA mempunyai tugas dan
wewenang:
a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan

KKPA beserta dokumen pendukung untuk melakukan
penilaian atas:
1. kebenaran data pihak yang berhak menerima

pembayaran atas beban APBA;
2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti

pengeluaran;
3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billingl lDaftar Tagihan

Sementara;
4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran

dengan tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara;
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan

KKPA; dan
6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume baralg/jasa- aJ"* p..:anjian / kontrak, dokumen serah terima barang/

:asa" a'an b6.rang/jasa yang diserahkan oleh penyedia
barang/jasa.

b. menyiapkan DPT;
c. menyiapkan NPD KKPA;

ft,. \DAIAWAIED\2023\'PXA\rcf ,GU!\IEi
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d. melakukan verifikasi SPP GU KKPA beserta bukti- 
kelengkapannya yang diajukan oleh BP dengan langkah
sebagai berikut:
1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

belanja yang dibayarkan menggunakan KKPA tidak
melebihi sisa anggaran;

2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk- belanja yang dibayarkan menggunakan KKPA telah
disediakan;

3. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti
transaksi belanj"a ying dibayarkan menggunakan KKPA;
dan

4. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU
KF PA dan bukti-bukti transaksinya'

e. menyiapkan SPM GU KKPA;
f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak

PA;
g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPA; dan
h. -..ryr-paikan NPD KKPA dan DPT KKPA yang telah

ditandatingani oleh PA kepada BP untuk penyiapan dan
pengajuan SPP GU KKPA.

(2) Dalam penggunaan UP KKPA, PPK unit SKPA mempunyai tugas
dan wewenang:

-10-

a. melakukan verihkasi daftar nominatif belanja men
ikFA t.".rta dokumen pendukung untuk me
penilaian atas:
1. kebenaran data pihak yang berhak menerima

pembayaran atas beban APBA;
2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti

pengeluaran;
3. Lebenaran perhitungan tagihan (e-billing)ldaftar tagihan

sementara;
4. kesesuian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan

tagihan (e-billing) / daftar tagihan sementara;
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan

KKPA; dan
6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume baralg/jasa

dalam perjanjian / kontrak, dokumen serah terima batangl
L"", a'""" birang/jasa yang diserahkan oleh penyedia
barang/jasa.

b. menyiapkan DPT KKPA;
c. menyiapkan NPD KKPA; dan
d. menvamoaikan NPD KKPA dan ' DPT KKPA yang telah

ditandatingani oleh KPA kepada BPP untuk penyiapan dan
pengajuan SPP GU KKPA.

Bagian Ketujuh
Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pasal 12

(1) Dalam penggunaan UP KKPA, BP mempunyai tugas dan
wewenang:

akukan

a. menye.mpaikan kebutuhan UP KKPA SKPA kepada PA;
b. melampirkan daftar rincian yglg menyatakan jumlah 1JP

Tunai ilan UP KKPA yang dikelola oleh ma.sing-maslng UPP
dalam pengajuan UP dan/atau. .pengaJuan perubanan
besaran Up'Xt<pn SKPA ke PPKA selaku BUA;

c. melakukan "'/11
OATAWAIIED\2023\BP(A\(EP.GU8\FEI
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c. melakukan pengujian:
1. NPDKKPAdanDPTKKPA;
2. ketersediaan dana UP KKPA; dan
3. daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas

tagihan dalam NPD KKPA.
d. menolak NPD KKPA dan DPT KKPA yang diajukan dan

mengembalikan kepada PA dalam hal NPD KKPA dan DPT
KKPE tidak memeni-rhi persyaratan untuk dibayarkan;

e. mengajukan permintaan penggantian UP KKPA melalui SPP-
GU kKPA ke'pada PA dengan-melampirkan NPD KKPA dan
DPT KKPA daTi PA dAN NPD KKPA dAN DPI KKPA dATi KPA,
beserta dokumen pendukung lainnya melalui PPK-SKPA
untuk dilakukan verifikasi;

f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak
PA;

e. melakukan Dembavaran tagihan KKPA melalui pendebitan" rekening BP ke -rekening- Bank Penerbit KKPA setelah
pencairin dana SP2D diterima/ masuk ke rekening BP; dan

h. melakukan pemindahbukuan UP KKPA melalui pendebitan
rekening BP ke rekening masing-masing BPP.

(2) Dalam penggunaan UP KKPA, BPP mempunyai tugas dan
wewenang:
a. menyampaikan kebutuhan UP KKPA unit SKPA kepada BP;
b. melakukan pengujian:

1. NPD KKPA dan DPT KKPA; dan
2. ketersediaan dana UP KKPA.

c. menolak NPD KKPA darr DPT KKPA yang diajukan dan
mengembalikan kepada KPA dalam hal NPD KKPA dan DPT
KKPE tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

d. menyampaikan NPD KKPA dan DPT IIKPA. yang. telah
meri"nuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada BP; dan

e. melakukan pembayaran tagihan KKPA ryg]{ui pendebitan
rekening gpi'ke rekening Bank Penerbit KKPA setelah dana
Up Xfpi diterima/masul ke rekening BPP yang ditransfer
oleh BP.

Bagian Kedelapan
Administrator

Kartu Kredit Pemerintah Aceh

Pasal 13

Dalam penggunaan UP KKPA, Administrator KKPA mempunyai
tugas dan wewenang:
a. melakukan aktivasi KKPA dan requestl aktivasi PIN KKPA

melalui call center llavanan pesan singkat (Short Message
Seruice) / sar ar.a lain nya ;

b. meminta kenaikan batasan belahja (limit) KKPA secara
sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPA melalul
suiai elektronili dan/atau iarana tercepat lainnytr setelah
mendapat persetujuan dari PA/ KPA;

c. mensinformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPA,- 
perio"de kenaikan batasan belanja (limit) KKPA, serta nomor dan
i"-" xxpa kepada Bank Penerbit KKPA dalam hal permintaan
kenaikan batasan belanja (limit) KKPA secara sementara;

d. menginformasikan nilai kenaikan batasan b-el-qllja.(limit) K{PA,
oerio-de Derrnanen. serta nomor dan nama KKPA kepada Bank
F.".iLii xr<pe dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja
(limit) KKPA secara Permanen;

e. melakukan monitoring pengembalian - batasan . belanja (limit)
KKPA secara sementara ke batasan belanJa (hmlt) awal setelan
periode kenaikan bql"lql . belanja (limit) sementara/ masa
berlaku penggunaan UP KKPA;

f. mengajukan ... I 12
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Pasal 16 .../ 13

f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit)
KKPA ke batasan belania (liinit) awal kepada Bank Penerbit
KKPA dalam hal batasai belanja (limit) KKPA yang dinaikkan
secara sementara tidak kembali kibatasan belanja (limit) awal
setelah periode berakhir;

s. meminta penvetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran" kepada Bank 
-Penerbit 

KKPA melalui. surat elektronik -dan/atau
saia.r. tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari
PA/KPA; dan

h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan
nam6 KKPA, bukti-bukti pembayaran / pemindahbukuan yan,g
sah, dan nomor rekening 

^BP/BPP untuk penyetoran -kembali
kepida Bank Penerbit KKPA dalam hal penyetoran kembali atas
keterlanjuran pembayaran.

BAB IV
UANG PERSEDIAAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH ACEH
Bagian Kesatu

Penentuan Proporsi Uang Persediaan

Pasal 14

(1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
a. UP Tunai; dan
b. UP KKPA.

(2) UP KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupa\an' bagian dari UP y:ang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari
BP.

(3) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. UP Tunai sebesar 6O7o (enam puluh persen) dari besaran UP

masing-masing SKPA; dan
b. UP KKPA sebesar 4OVo (empat puluh persen) dari besaran

UP masing-masing SKPA.
(4) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan' 

lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.
(5) Dalam hal penetapan APBA mengalami keterlambatan, besaran' ' UP sebagaimana' dimaksud pa?a ayat (1) adalah sebesar

besaran UP tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 15

(1) Proporsi UP KKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat' ' (3) 'huruf b dapat iiilakukan pgrlfqqlgn sesuai dengan
kdbutuhan penggunaan UP KKPA pada SKPA.

(2) Perubahan proporsi UP KKPA sebagaimana dimaksud pa{a ayat' (1) dapat beiupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKPA.
(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak' diperbolehkan le6ih dai 7 oo/o (tujuh puluh persen) dari besaran

UP masing-masing SKPA.
(4) Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak' diperbolehkan kurang dari 30olo (tiga puluh persen) dari besaran

UP masing-masing SKPA.
(5) PA mengaiukan perubahan proporsi UP KKPA sebagaimana' dimaksuE pada ayat (1) kepa<ia Gubernur melalui PPKA selaku

BUA.
(6) PPKA selaku BUA memberikan pertimbangan atas usulan' perubahan proporsi UP KKPA kepada Gubernur.
(7) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ay{
' (6), Gubernur'memberikln perseiujuan perubahan proporsi UP

KKPA.
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Pasal 16
Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (6) didasarkan atas:
a. kebutuhan pengeluaran riil SKPA;
b. perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPA;

c. perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanal
pembayaran secara elektronik; atau

d. kebutuhan lainnya dalam rangka gfektivitas penggunaan UP
KKPA.

Pasal 17
Besaran UP KKPA dihitung dari proporsi UP KKPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) atau perubahan proporsi UP
KKPA yang telah disetujui oieh Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (7).

Bagian Kedua
Permintaan/ Perubahan Uang Persediaan

Kartu Kredit Pemerintah Aceh

Pasal 18

(1) BP menyampaikan kebutuhan UP KKPA kepada PA.
(2) PA mencantumkan kebutuhan UP KKPA sebagaimana dimaksud' pada ayat (1) dalam surat pernyataan UP dan diajukan pada

saat penyampaian SPM UP T1rnai kepada Kuasa BUA.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat perubahan besaran UP KKPA sebagaimana' dimaksud dalarrr Padal 14 ayat (3) atau perubahan proporsi UP
KKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) setelah
adanya penyampaian SPM UP, PA mengajukan sllTat
permbhonari pelubahan besaran UP KKPA kepada PPKA selaku
BUA melalui Kuasa BUA.

(2) Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP KKPA' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.engan melampirkan
surat pernyataan UP dari PA.

(3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan UP dari PA' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Cubernur ini.

Pasal 20
(1) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam' Pasal 19 ayat (2), Kuasa BUA melakukan penelitian besaran UP

KKPA.
(21 Dalarn hal besaran/proporsi UP KKPA telah memenuhi' ' ketentuan sebagaimarid diimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan

Pasal 15 ayai (5), PPKA selaku BUA menerbitkan surat
persetujuan besaran UP KKPA SKPA.

(3) Surat persetujuan besaran UP KKPA SKPA diterbjtkan paling' lambat 1 (satu) hari kerja setelah SPM UP dan/ atau
permohonan'penibahan besalan UP KKPA SKPA diterima oleh
Kuasa BUA.

(4) Untuk BP yang dibaltu oleh beberapa BPP, pengajuan UP' dan/atau ienga-juan perubahan besaran UP KKPA SKPA ke
PPKA selalm BUA melalui Kuasa BUA harus melampirkan daftar
rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan UP KKPA oleh
masing-masing BPP.

(5) Ketentuan mengenai format surat persetujuan besaran UP' KKPA SKPA se6agaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturar: Gubernur.

DATAWAHED\2023\BP(A\KEP,GUB\TEI
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Bagian Ketiga
Jenis dan Batasan Belanja

Kartu Kredit Pemerintah Aceh

Pasal 2 1

(1) KKPA terdiri atas:
a. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta

belanja modal; dan
b. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas.

(2) Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta' belanja rnodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
'meliputi:

a. belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran;
b. belanja pengadaan bahan makanan;
c. belanja barang untuk persediaan;
d. belanja sewa;
e. belanjapemeiiharaan;
f. belanja bahan bakar kendaraan dinas;
g. belanja modal untuk pembelian barang; dan
h. belanja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(3) Belania barans dan iasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' mengi.rtamakai produk dalali negeri dan usaha mikro, kecil

dan koperasi.
(4) Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan djnas' sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huru.f b meliputi

kom[onen pembayaran transport, penginapan, dan/atau sewa
kendaraan.

(5) Jenis KKPA sebagaimana -dimaksud pada -ayqt (1) . dan limit
pengzunaan KKPA untuk keperluan belanja sebagaimana

. himE"tsud pada ayat l2l dai ayat (41 diletapkan dalam
Keputusan Gubernur.

Pasal 22

l ll Penesunaan KKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayal' ' (2) Eilakukan dengan n-ilai belanja di bawah Rp50.0O0.000'00
(liha puluh juta rupiah) untuk I (satu) penerima pembayaran.

(2) Pengzunaan KKPA sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat' dilafirkan melalui transiksi katalog elektrohik dan toko daring
vang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas
"pem-erintahan di bidang ke6ijakan pengadaan barang/jasa
pemerintah.

(31 Belania barang/ iasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukah dengan langkah sebagai berikut:
a. memastik an barangl jasa yang dibutuhkan tersedia pada

layanan PLSE sepeiti e-katalog lokal, toko- daring dan.ritel
ddring (khusus 

-untuk betania yang dilakukan melaiui
transaksi katalog elektronik dan toko daring);

b. spesifikasi barang/jasa sesuai dengan yang tercantum
dilam DPA-SKPA,-i6rmasuk jenis produk dalam negeri dan
tingkat komponen dalam negeri sesuai peraturan

. perundang-undangan;
c. memastikan ketersediaan limit KKPA untuk melakukan

pembayaran belanja;
d. pilih pesanan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
e. melakukan pembayaran menggunakan Kartu Kredit pada 1

(satu) penerima PembaYaran.
{4} Limit belania KKPA datam rangka keperluan belanja barang dan' ' iasa serta belania modal untuk pertama kali diberikan -paling'banyak sebesar"di bawah Rp50.OOO.OOO,OO (lima puluh juta

rupiah).
(s) Limit .../ 1s
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(5) Limit belanja KKPA dalam rangka \gpe1lua3 belanja perj.alanan' dinas jabalan untuk pertarna kali diberikan paiing banyak
sebesai Rp40.000.0o0,0o (empat puluh juta rupiah).

(6) Total batasan limit belanja KKPA pada S[PA- paling. b"ry?!' sebesar UP KKPA yang - telah disetujui PPKA selaku BUA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (21.

(7) Total besaran UP KKPA darr penggunaan UP KKPA dalam 1' (satu) tahun tidak melebihi pagr- jenis belanja yang bisa
dihravarkan melalui UP KKPA.

(S) Paeu ienis belanja yang tidak dilakukan melalui transaksi' ' kaialoi elektroni( dah toiko daring sebagaimana dimaksud ayat
(2) dib-ayarkan melalui UP KKPA paling banyak 30% (tiga
i:ututr fersen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan
melalui UP.

Bagian Keempat
Pemegang, Pelaksana Kuasa Pengguna dan

Administrator Kartu Kredit Pemerintah Aceh

Pasal 23

Pemegang KKPA, Peiaksana Kuasa Pengguna ,-{tn/atau
Administiator KKPA merupakan pejabat/pegawai SKPA yang
berstatus pegawai negeri sipil daerah.
Pemegang KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan PA/KPA.
Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada,ayat
( 1) merupakan Pegawai Negeri Sipil daerah yang mendapat
kuasa untuk menggunakan KKPA dari PA/KPA.
Administrator KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan BP/BPP.
Dalam hai terdapat Pemegang KKPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) 'danlatai Aiiministrator KKPA sebagSimqna
tiimaksrid padi ayat (4) berhalangan, pegawai yang ditunjuk
melaksanai<an tufas PA/KPA dan/atau melaksanakan tugas
BP/BPP sesuai -dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagai pemegang KKPA dan Administrator KKPA.

(1)

(2\

(3)

(41

(s)

(1)

(2t

(3)

(4)

BAB V
PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH ACEH
Bagian Kesatu

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 24

PPKA selaku BUA menuniuk bank yang menjadi penempatan
RKUA sebagai Bank Penerbit KKPA sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bank Penerbit KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bank yang sama dengan bank penempatan RKUA.
Berdasarkan penunjukan bank sebagaimana .dimaksud pada
avat ( 1) , PPKA selaku BUA membuai perjanjian kerja sama
dLngan pejabat Bank Penerbit KKPA.
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
paling sedikit memuat:
a. de{inisi;
b. tujuan perjanjian kerja sama;
c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
d. pazu ienis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan

besaran fasilitas kredit (credif line) SKPA;

qa,"
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e. hak dan kewajiban PPKA selaku BUA dan Bank Penerbit
KKPA;

f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPA;
g. jenis dan besaran biaya (fee\, pajak-pajak;
h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
i. jangka waktu perjanjian;
j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;
k. alamat dan wakil para pihak;
1. surat Referensi;
m. keadaan kahar fforce majeurel; dan
n. kerahasiaan informasi/ data.

(5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ay4! (3)' ditind-atangani oleh PPKA selaku BUA dan pejabat Bank
. Penerbit KKPA.

Pasal 25
(l) Dalam hal bank penempatan RKUA sebagaimana dimaksud' ' dalam Pasal 24- ay at' (21 belum memiliki kewenangan

menerbitkan Kartu Kredit, bank penempatan RKUA melakukan
kerja sama dalam penerbitan KKPA dengal bank badan umum
milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu
Kredit dari otoritas yang berwenang.

(2) Dalam rangka kerja sama dengan Bank. Badan Umum Milik' Negara dalim penyediaan KKPA sebagaimana dimaksud pada

"vi't (t), bank- peilempatan RKUA m-embuat perjanjian kerja
sama d6ngan Bank Badan Umum Milik Negara.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
paling sedikit memuat:
a. definisi;
b. tujuan perjanjian kerja sama;
c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan

besaran fasilitas kredit (credit line) SKPAI
e. hak dan kewajiban bank penempatan RKUA dan Bank

. Badan Umum Milik Negara Penerbit KKPA;
f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPA;
g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak;
h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
i. jangka waktu perjanjian;
j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;
k. alamat dan wakil para pihak;
1. surat Referensi;
m. keadaan kahar (force majeure);
n. kerahasiaan informasi/ data; dan
o. ketentuan penutup

(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
- 
(3)' dit;nd;tangani -oleh pejabat bank penempatan RKUA dan pejabat

Bank Badan Umum Milik Negara Penerbit KKPA.
(5) Keria sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan' paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kriteria yang

ttitetipkan oieh Lembaga yang berwenang mengeiuarkan izin
penerbitan Kartu Kredit.

Pasal 26
(1) Dalam melakukan kerjasama dalam penerbitan KKPA dengan' Bank Badan Umum Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (l), pejabat bank penempatan RKUA
mengkonsultasikan ti:rletjih dahulu kepada Gubernur untuk
mendapatkan persetujuan.

(2) Persetujuan ... I 17
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(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Keputusan Gubernur.

(3) Peiabat bank penempatan RKUA melaporkan hasil pelaksanaan' 
ke-rjasama antara bahk penempatan RKUA dengan Bank Badan
Umum Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Gubernur secara periodik.

Bagian Kedua
Penetapan Pemegang dan Administrator

Kartu Kredit Pemerintah Aceh

Pasal 27
(1) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (5), PA menyampaikan Daftar Usulan
'Pemegang KKPA dan Daftar Usulan Administrator KKPA kepada
PPKA selaku BUA.

(2) Daftar Usulan Pemegang KKPA dan Daftar Usulan Administrator
KKPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. nama dan NIP pemegang KKPA;
b. tempat dan tanggal lahir pemegang KKPA;
c. jabatan pemegang KKPA;
d. kewenangan pemegang KKPA;
e. batasan belanja (limit) KKPA untuk masing-masing

pemegang KKPA;
f. alamat surat elektronik pemegang KKPA;
g. nama dan NIP Administrator KKPA;
h. tempat dan tanggal lahir Administrator KKPA;
i. jabatan Administrator KKPA; dan
j. alamat surat elektronik Administrator KKPA.

(3) Usulan Pemegang KKPA dan Administrator KKPA disesuaikan
dengan surat Keputusan Gubernur tentang penetapan PA, KPA,
BP dan BPP pada SKPA.

(4) Berdasarkan Daftar Usulan Pemegang KKPA dan Daftar Usulan
Administrator KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (l), PPKA
selaku BUA menugaskal kepada bidang perbendaharaan untuk
melakukan verihkasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen
Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Kuasa BUA dalam hal ini Kepala Bidang Perbendaharaan
menyiapkan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Daftar
Pemegang KKPA dan Administrator KKPA.

(61 Kuasa BUA dalam ha1 ini Kepala Bidang Perbendaharaan
menyampaikan rancangan Keputusan Gubernur tentang Daftar
Pemegang KKPA dan Administrator KKPA sebagaimana
dimalisuii pada ayat (5) kepada PPKA selaku BUD, paling
lambat 2 (itua) hari sejak menerima dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

(7) PPKA selaku BUA menyiapkan dan menyamPqrEan ,usulan
Daftar Pemegang KKPA dan Administrator KKPA kepada
Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengajuan

Kartu Kredit Pemerintah Aceh

Pasal 28
( 1) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (7), PPKA selaku BUA mengajukan surat
permohonan penerbitan KKPA kepada Bank Penerbit KKPA.

w- \oATAtYAHtO\2023\!P(A\l(tP.GUl\rEl
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2\

(3)

(4)

(s)

(6)

Surat permohonan penerbitan KKPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan melampirkan:
a. surat Referensi dari PA/KPA;
b. formulir aplikasi KKPA dari bank berkenaan;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari

PA/KPA;
d. fotokopi NPWP PA/KPA;
e. SK PA; dan
f. Surat Keputusan Gubernur tentang besaran UP SKPA.
Pengaiuan permohonan penerbitan KKPA sebagaimana
dimilisud paila ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari
sejak Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayaL (7) diterbitkan.
Ketentuan mengenai format surat permohonan penerbitan KKPA
dan Surat Reftrensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\
tercantum daiam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Dalam hal bank penempatan RKUA bekerjasama dengan Bank
Badan Umum Milik Negara dalam penerbitan KKPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), PPKA selaku
BUA-mengajukan permohonan penerbitan KKPA melalui bank
penempatan RKUA.
Pengajuan permohonan penerbitan KKPA sebagaimana
dimalisud paila ayat (1) yang dilampiri dokumen..sebagaimana
dimaksud ilalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan paling lambat 2
(dua) hari sejak Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (7) diterbitkan.

Bagian Keempat
Penerbitan

Kartu Kredit Pemerintah Aceh
' Pasal 30

Bank Penerbit KKPA melakukan verifikasi surat permohonan
yang diajukan oleh PPKA selaku BUA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1).
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk
persetujuan pemberian batasan belanja (limit) KKPA yang
disesuaikan iiengan kebijakan Bank Penerbit KKPA dengan
mempertimbangkan surat Keputusan Gubernur tentang
besaran UP SKPA.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

selesai dila-ksana-kan paling lambat 6 (enam) hari ke{a setela}r surat
permohonan penerbitan KKPA diterima oleh Bank Penerbit KKPA.

Dalam hal hasii verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terpenuhi, Bank Penerbit KKPA menerbitkan:
a. KKPA;
b. rekapitulasi penerbitan KKPA; dan
c. tanda terima KKPA, untuk diserahkan kepada PPKA selaku

BUA.
Penerbitan KKPA, rekapitulasi dan tanda terima KKPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6
(enam) ha-ri kerja setelah hasil verihkasi terpenuhi.
Bank Penerbit KKPA menyerahkan KKPA kepada PPKA selaku
BUA paling lambat 3 (tiga) hari setelah KKPA diterbitkan.

w. \DAIAWAHf D\2023\If TA\XEI-GU8\FE8
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Pasal 31

[1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O
ayat (1) dan ayat (21 tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKPA
menolak sebagiin aiau seluruh |ermohonan penerbitan KKPA
dengan menyalnpaikan surat pemberitahuan penolakan kepada
PPKA selaku BUA.

(2) Penyampaian surat pemberitahuan penolakan sebagaimana' ' dim kslid pada ayat (i) disampaikan paling lambat I (satu) hari
keria setelah berakhirnya proses verifikasi.

(3) PPKA selaku BUA memperbaiki dan melengkapi pe r'syaratan' permohonan penerbitan- KKPA dan menyampaikan kembali
i<epada Bank Penerbit KKPA untuk proses verihkasi lebih lanjut.

(4) PPKA seiaku BUA menugaskan kepada bidang perbendaharaan' untuk melaksanakan perbaikan dan melengkapi persyaratan
permohonan penerbitan KKPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dengan berkoordinasi dengan PA'

(5) PPKA selaku BUA menyampaikal kembali pe.rbaikan,, dan' kelengkapan persyaratan permohonan -penerbitan 5fP4
sebaglimana dihaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari
kerja sejak diterima surat penolakan.

Bagian Kelima
Aktivasi dan Penggunaan

Kartu Kredit Pemerintah Aceh

Pasal 32

(1) Pemegang KKPA menggunakan KKPA ,., s-esuai dengan' ' keweian[annya setelah Erlebih dahulu dilakukan aktivasi
kartu dan PIN KKPA untuk pertama kali'

(2) Aktivasi KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan' oleh Administrator kKPA atau masing-masing Pemegrr.ng KKPA
melalui call center flayanan pesan singkat (stnrt message
s eruice ) f sar ana lainnya.

(3) Reouest / aktivasi PIN KKPA dilakukan oleh Administrator KKPA' ' at"i, masing-masing Pemegang KKPA rnelalui call . centerf
layanan pesan singkat (Short-Me is age Seruice) I sarana lainnya.

Pasal 33

(1) Setelah aktivasi kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKPA
secara otomatis aktiI dan siap digunakan'

(2) Pengzunaan KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
dila["ukan untuk pembayaran belanja barang dan jasa serta
belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 34
(1) Pemeeans KKPA membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda' ' tanga"n ("signature panel) yang terdapat pada- bagian belakang

KKPA.
(2) Pemegang KKPA wajib merahasiakan nomor kartu, PIN, Card

Veification Value (CW) dan masa berlaku KKPA.

{31 Secara oeriodik Pemesang KKPA aktif memeriksa kondisi dan' ' rincian ' transaksi KK-PA - untuk memastikan tidak terdapat
transaksi yang salah/tidak diakui (dispute).

(4) Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPA, Pemegang KKPA' dilarang memberikan informasi mengenai data dlrl dan
transaksi KKPA kepada siaPaPun.

(51 Dalam hal KKPA diqunakan untuk transaksi, Pemegang KKPA
mengutamakan pembelian baran g/jasa yang merupakan produ k
dalam negeri.

(6) Dalam hal KKPA tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama,' Pemegang KKPA dapat mengajukan permohonan penonaktifkan
kepad-"a Administrator KKPA 

-dan menyimpan KKPA ditempat
Yang aman' 

BAB vI .'./20
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BAB VI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH ACEH
Bagian Kesatu

Penatausahaan Bukti-Bukti
Pasal 35

(1) Pelaksana Kuasa Pengguna mengumpulkan dokumen belanja
yang menggunakan KKPA beruPa:
a. tagihan (e-billing) I daftar tagihan sementara;
b. surat tugas/undangan rapat/ surat perjalanan dinas/

perjanj ian / kontrak; dan
c. bukti-bukti pengeluaran.

{2} Daftar tasihan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' ' dihasilkai dari sistem perbankan Bank Penerbit KKPA' memuat
informasi:
a. nama Pemegang KKPA;
b. nomor KKPA (account numbel;
c. tangga.l cetak Daftar Tagihan Sementara;
d. tanggal transaksi (transaction datel;
e. tanggal pembukuan Qtosting date);
f. keterangan (desciPtion);
g. nilai transaksi (amorznts); dan
h. sub total tagihan.

(3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' ' huruf c meliiuti"bukti pembelian/ pembayaran sesuai peraturan
perundang-undangan.

(4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada aya! 
-( 

I ),' ' PPIK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPA membuat daltar
pengeluaran rlil belanja menggunakan KKPA.

(51 Daftar pengeluaran riil belanja menggunakan -KKPA' ' sebagaimina"dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format
tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan udaK
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

Bagian Kedua
Penagihan dan Penyelesaian Tagihan

Pasal 36
I 1l PPIK selaku pelaksana kuasa peng!{una KKPA menyampaikan' ' daftar pengeluaran riil belanja menggunal,<an KKPA dilamptrt

aot -6t b"elanja sebagaiman-a dimaE-"{ 4alam Pasal 35 ayat
rrr 

-[.""au 
PA/KPA -".l.lui PPK-SKPA/PPK-uniI SKPA paling

iri"urt i ta"i) hari kerja setelah tagihan (e-billingl lDaftar
Tagihan Serirentara diterimh dari Bank Penerbit KKPA'

(21 Berdasarkan daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPA' ' beserLa dokumen s6baiaimana dimaksud pada ayat (l ), PPK-
SKPA/PPK-unit SKPA nielakukan verifi kasi terhadap:
a. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran

atas beban APBA;
b. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
c. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing\ ldaftar tagihan

sementara termasuk memperhitungkan kewajiban penerlma
pembayaran kepada Pemerintah Daerah;

d. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan
tagihan (e-billing) I Daftar Tagihan Sementara;

e. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan
KKPA; dan

f. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam
perjan jian/k6ntrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan'baiang/jaia yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa'

(3) Berdasarkan ... l2l
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(3) Berdasarl.-an hasil verifrkasi, PPK-SKPA/PPK unit SKPA' menyiapkan NPD KKPA dengan- dilampiri DPT KKPA serta
urt il-ult ti pengeluaran uituk selinjutnya disampaikan
kepada PA/KPA untuk ditandatangani dan disahkan.

(4) NPD KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:
a. tanggal dan nomor NPD KKPA;
b. jumlah tagihan KKPA yang dibayarkan;
c. nomor rekening Bank Penerbit KKPA;
d. peruntukkan pembaYaran;
e. dasar pembayaran;
f. pembebanan anggaran; dan
g. tanggal setuju/lunas bayar serta penandatangan NPD KKPA'

(5) PA/KPA mensesahkan sebagian/ seluruhnya bukti-bukti'-' pe.reeluaran dai DPf KKPA sebigaimana dimaksud pada ayat
(S) aan menandatangani NPD KKPA.

(6) DPf KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai' dengan format lercantum dalam Lamp,iran yang merupakan
bagi-an tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

Pasal 37
(l) Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak' ' memenuhi ketentuan, PPK-SKPA/ PPK unit SKPA menolak

tl-,toti-Urt ti pengeluaran dimaksuil dan dilarnpaikan kepada
PPTK selaku pelaksana kuasa. penggu-na KKPA melalui surat
pemberitahuari penolakan paflfg- i"-ampat 3 (tiga) trari .l.<Srjaietelah daftar fengeluaran- riil -belanja menggunakan KKPA
diterima.

(21 PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPA memperbaiki dan' ' melengkapi bukti-bukti pengdluaian riil belanja.mengguntKgn
KKPA ?ari menyampaikari kembali kepada PA-/ KP.A. meialui PPK-
SKPA/PPK unii SfPe untuk proses verifikasi lebih lanjut'

(3) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada'-' 
"u"t 

(li dibuat sesuai d'engan format teicantum dalam Lampiran
ying' irr.rupakan bagian l-idak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 38
PA/KPA menvampaikan NPD KKPA yang dilampiri DPT KKPA dan
U"i.tl-U"t ti p-enqeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana
am.t i"a dilari'pasal 36 aval (3) kepada BP/BPP paling lambat 1

isat") f,a.i kerja setelah dite-r-bitkan dhn dilampiri dengan dokumen
yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pengujian Nota Pencairan Dana

Pasal 39
(11 Berdasarkan NPD KKPA vang dilampiri DF'I KKPA dan bukti-'-' Uut<il pengeluaran belanja yang telah -disahkan sebagaimana

dimakSud Ealam Pasal 38, BP/BPP melakukan:
a. pengujian atas NPD KKPA dan DPT KKPA;
b. pengujian ketersediaan dana UP KKPA; dan

". 
p..tyr"r.tan daftar pungutan/potongan pajak/bul<an pajak
itaS tagihan dalam NPD KKPA'

{2) Penquiian atas NPD KKPA dan DFrI KKPA sebagaimana' ' dimiksud pada ayat (1) hurul'a, meliputi:
a. penelitian kelengkapan perintah pembayaran yalg diterbitkan

oleh PA/KPA;
b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:

1. pihak yang ditunjukuntuk menerima pembayaran;
2. nilai tagihan yang harus dibayar;

3. jadwal ...122
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3. jadwal waktu pembayaran; dan
4. ketersediaan dana yang bersangkutan.

c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara
ipesifikasi teknis yang disebutkan d"]eq Penerimaan
b-arang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam
dokumen perjanjian/ kontrak; dan

d. pemeriksaan dan pengujian - ketepatan penggunaan kode
iekening anggaran atas pengeluaran.

(31 Dalam hal oenguiian NPD KKPA dan DPT KKPA telah memenuhi
persyaratan, d'pp menyampaikan NPD KI(PA dan DPT KKPA
yang aitertiitkan oleh KPA kepatla - BP. untuk pengajuan
|ermintaan penggantian UP KKPA kepada PA.

14) Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPA dan DPT KKPA yang' diterbitkan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan N PD
KKPA dan DPf KKPA yang diterbitkan oleh KPA sebagaimana
dimaksud pada ayal [Sl, BP mengajukan permintaan
penggantian UP KKPA kePada PA.

(51 Pensaiuan permintaan penqqantian UP KKPA sebagaimana'' dimZdsud pida ayat (3) dilalukan paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak-NPD KKPA dan DPT KKPA diterima.

(61 Dalam hal berdasarkan penzuiian, NPD KKPA dan DPf KKPA' tidak mumenuhi persyiratari untuk dibayarkan, BP/ BPP
menolak NPD KKPA ilan DPT KKPA yang diajukan dan
mengembalikan kepada PPTK paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejali NPD KKPA dan DPf KKPA diterima.

Bagian KeemPat
Mekanisme Penerbitan Surat Permintaan

Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Perintah
Membayar Ganti Uang Persediaan dan Surat Perintah

Pencairan Danh Ganti Uang Persediaan
Kartu Kredit Pemerintah Aceh

Pasal 40

Permintaan penggantian UP KKPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 aydt lSi"aiUmkan dengan .qrengajukan SPP- GU KKPA
kepada pa"meLlui PPK-SKPA yang dilampiri.NPD KKPA dan DPT
KKPA serta dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tanpa batas minimal belanja.

Pasal 4 1

(11 PPK-SKPA melakukan verifrkasi dokumen SPP-GU KKPA yang' ' disampaikan BP sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pala lnz-qt' (1) dokumen SPP-GU KKPA dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPA menyiapkan SPM GU KKPA yang dilampiri D^raft Surat
Pernyataan Ttanggung Jawab Mutlal< PA, Surat P-ernyataan
Keleigkapan DoEime-n PA dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-
SKPA:da; disampaikan kepada PA untuk ditandatangani.

(3| Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud' pada ayat (1) dokumen SPP-GU KKPA dinyatakar. belum
ienskao. PPK'-SKPA mensembalikan kepada BP untuk dilengkapi
paling ' lambat (t) hari '[<erj a setelah 

-dokumen SPP-GU KKPA
diterima.

Pasal 42

lll PA menerbitkan SPM GU KKPA dan menyampaikan kepada
' ' Kuasa BUA untuk penerbitan SP2D GU KKPA paling lambat 2

(dua) hari kerja sejhk dokumen SPP-GU KKPA diterima secara
lengkap.

\OATAWAHED\2023\!P(A\[ET.GUI\TEI
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2) SPM GU KKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri
a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA

b. surat pernyataan kelengkapan dokumen PA; dan
c. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPA.

Pasal 43

(1)

(21

(3)

(1)

(2t

(3)

(4\

(s)

(6)

(7)

Kuasa BUA melakukan verifikasi dokumen SPM GU KKPA
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dokumen SPM GU KKPA dinyatakan lengkap, Kuasa _BUA
inbnerbitkan SP2D GU KKPA paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejak dokumen SPM GU KKPA diterima secara lengkap.
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayert (1) dokumen SPM GU KKPA belum di!ya!?-\31
]engkap, Kuasa BUA mengembalikan dokumen SPM GU KKPA
tep-add PA paling lambai 1 (satu) hari kerja sejak diterima
dokumen SPM GU KKPA.

Bagian Kelima
Pembayaran Tagihan

Kartu Kredit Pemerintah Aceh
Pasal 44

BP melakukan pembayaran tagihan KKPA melalui pendebital
rekening BP ke iekening Bank Penerbit KKPA paling lambat 2
(dua) hari kerja seteiah pencairan dana SP2D diterima/masuk
ke rekening BP.
Dalam hal pada SKPA terdapat BPP, pendebitan rekening BP ke
rekening BpP dilakukan BP paling lambat 1 (satu) hari kerja
setelah -pencairan dana SP2D-UP KKPA diterima/masuk ke
rekening BP.
BPP melakukan pembayaran tagihan KKPA melalui pendebitan
rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKPA paling lambat I
(satu) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk
ke rekening BPP.
Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah tagihan yang
harus dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT KKPA.
Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan:
a. layanan perbankan secara elektronik; dan
b. cek/bilyet giro.
Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a berupa:
a. internet bankirLg; atau
b. kartu debit.
Biaya yang timbul akibat pendebitan rekening penggunaan
Layanah PErbankan Secara Elektronik dari Rekening BP/BPP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dibebankan
pada DPA SKPA berkenaan.

Pasal 45
(1) Dalam hal terdapat tagihan KKPA yang belum dibayarkan oleh

SKPA paling singkat I (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran, Bank Penerbit KKPA menyampaikan laporan
tunggaian tagihan KKPA kepada SKPA yang bersangkutan dan
ditembuskan ke PPKA selaku BUA.

(2) Berdasarkan laporan tagihan KKPA _ sebagaimana dimaksud' pada ayat (1), PPKA selaku BUA melakukan koordinasi dengan
SKPA terkait.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan' untuk mengklarifikasi, menghimbau dan mendorong SKPA
melakukan lercepatan penyelesaian tagihan KKPA yang belum
dibayarkan.

(4l.SKPA ...124
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(4) SKPA harus menyelesaikan tagihan KKPA' dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu)
koordinasi ililakukan dengan PPKA selaku BUA.

Pasal 46
(1) Pembayaran atas tagihan KKPA kepada Bank Penerbit KKPA

yang -melebihi tagihan/ haknya merupakan keterlanjuran
pembayaran.
Keterlaniuran pembavaran harus disetorkan kembali oleh Bank
Penerbit"KKPA 

-ke 
rekLning BP/ BPP untuk penyetoran kembali.

Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimintakan oleh Adminintrator KKPA kepada Bank Penerbit
KKPA melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya
setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA.
Untuk permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Administrator KKPA harus menginformasikan:
a. nilai keterlanjuran pembayaran;
b. nomor dan nama KKPA;
c. bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah; dan
d. nomor rekening BP/ BPP untuk penyetoran kembali atas

kelebihan pembZyaran tagihan dari Bank Penerbit KKPA.

Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali
sebagaimana dimaksud pAda ayat (3) dan ayat (4) telah
terpe"nuhi, Bank Penerbit KKPA rnelakukan penyetoran kembali
ke'rekening BP/BPP dan/atau rekening yang ditunjuk paling
lambat 5 (Iima) hari kerja setelah pengajuan permintaan
penyetoran kembali oleh Administrator KKPA'
Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali tidak
terpenuhi, Bank Penirbit KKPA 'me-mberitahukan kepada
Adininistrator KKPA untuk memperbaiki permintaan penyetoran
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII
BIAYA PENGGUNAAN KARTU KREDIT

PEMERINTAH ACEH

Pasal 47

Bank Penerbit KKPA membebaskan SKPA dari biaya
penggunaan KKPA, meliPuti:
a. biaya keanggotaan (membership feel;
b. biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, darr e'

banking;
c. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit);
d. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri atau

rusak;
e. biaya penggantian PIN;
f. biaya copy billirq statement;
g. biaya pencetakan tambahan lembar tagihan;
h. biaya keterlambatan pembayaran;
i. biaya bunga atas tunggakan/ tagihan yang terlambat

dibayarkan; dan
i. biaya penggunaan fasilitas airport.lounge yang beke{a sama

dengan KKPA.
Dalam penggunaan KKPA, biaya yang dibebankan pada APBA
hanya biaya materai.
Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ?y-aj
(21 dituanekan 

-dalam perianiian kerja sama penggunaan KKPA
iritara PPkA selaku BUA dengan pejabat Bank Penerbit KKPA.

sebagaimana
bulan sejak

(2\

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2\

(3)

8lr-
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BAB VIII
PENYALAHGUNAAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH ACEH
Pasal 48

(1) Pemeeans KKPA dan/atau pelaksana kuasa pengguna KKPA' dilara"ng 
*menggunakah 

xXpA di luar peruntukan sebagaimana
diatur d'alam [6tentuan peraturan perundang-undangan'

(2) Pemesans KKPA dan/atau pelaksana kuasa pengguna KKPA
yang "-.i-argg.. ketentuan s-ebagaimana dimaksud pada. ayat
it; Eitenaxii sanksi sesuai keientuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pelaneearan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang' ' menvfiabkan taslihan KKPA tidak dapat dipertanggung
iawa-bkan dibebaikan kepada Pernegang KKPA dan/atau
pelaksana kuasa Pengguna KKPA.

(4) Dalam hal terdapat tagihan KKPA tidak dapat dipertangC-lllg' ' lawabkan sebagaimana iimaksud pada aya!(3) Pemegang KKPA'dan/atau pela[sana kuasa .pe488r1na KKPA-rneny, etorkan ke
bani< peneibit KKPA melalui rekening BP/BPP paling lama 2
(dua) liari kerja sejak pemberitahuan penyalahgunaan'

15) Pemesans KKPA dan/atau pelaksana kuasa pengguna KKPA' ' vr.rq "melZkukat pelariggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
iii 8it"t r.,t"" pe-otonHt besaran UP KKPA sebesar 25% (dua
b,itrh ti-, persen) daii total besaran / proporsi UP KKPA yang
ielah diseruji.ri oleh PPKA selaku BUA'

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49
[ 1] Pe merintah Aceh berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
' 
-' N..i.i -itrtri Direktorat Jenderal -Bina Keuangan Daerah

-.Irk,rku., monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
pembayaran belanja -daerah menggunakan KKPA secara
berjenjang dan berkala.

(21 Monitorinq dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada-ayat (l)' dilakukan" untuk memastikan pelaksanaan pembayaran
menggunakan KKPA sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(31 Glrbernur menvamoaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi'- ' .,.1rk"^.rran oembavaran b'elania daerah menggunakan KKPA
iiepada Mentdri Dallm Negeri melalui Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 50
( I ) Bank penempatan RKUA berkoordinasi dengan lembaga .yang' berwer-iang niengeluark an izin penerbitan Kartu Kredlt clalam

iangka peicepatin kemandirian dalam menerbitkan KKPA'
(21 Ketentuan mengenai pengaturan operasional tata cara' ' pelaksanaan KKPA diatuf dengan Keputusan PPKA'
(31 Pemprosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPA dilakukan'-' ;t.ii'bank dan/atau pihak' teikait -dengan memperhatikan

pen ga turan kartu kredit- sebagai a lat pembayaran sesual, denga n
i<etelntuan pengaturan kartu kredit sebagai alat . Pembayaran
"""""i a""g"n "ketentuan peraturan otoriaas di bidang sistem
pembayaran.

F.AB)(r...l26
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
P6raturan' Guber-nur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Februari 2023

c5 Rajab 1444

GUBERNUR ACEH,4

ACHMAD MARZUKI

E r'l
9

(,

*

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, tG Februari 2023

7$ Rajab 1444

S DAERAH ACE

r' t.

"fu
s

e 9..'4:==f?

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 4

I$EIfiEIAf,IAI
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR Oy' TAHUN 2023
TENTANG- TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT DALAM
PELAKSAT,IAAN ANGGARAN PBNDAPATAN DAN
BELANJA ACEH

A. ILUSTRASI FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN BESARAN UP
KKPA SKPA

Nomor (1)

Lampiran.......
Hal Permohonan Persetujuan Besaran UP KKPA

..............(2)

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Aceh

Selaku BUA

di...........(3)

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor ......(4)
tanggal .............(5) tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraarl Kartu lftedit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan
UP KKPA sebagaimana rincian dibawah ini:

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat

Pernyataan UP sebagaimana lampiran surat ini.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkan terima kasih'

...... (12) ......... .Pengguna Anggaran,

(1s) .

(14)..

(1s) .

(16) .

No Besaran UP
SKPA / Perubahan Be saran

UP SKPA

Jenis UP Proporsi UP Tunai dan
UP KKPA

c/o Nilai UP

(6) (7) T\rnai (8) (10)

KKPA (e) (11)

H&-, DATAWAHED \ 2023 \ BPKA\ KEP.GUB \ fE8



PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHON PERSETUJUAN UP KKPA

NO URAiAN

(1) dengan nomor surat
(2) Diisi dengan jumlah berkas lampiran surat
(3) Diisi dengan nama Kota (tempat kedudukan/kantor)
(4) dengan nomor peraturan Gubernur
(s) Diisi dengan tanggal penetapan peraturan Gubernur
(6) Diisi dengan nomor urut
(7) Diisi dengan besaran UP sesuai dengan Keputusan Gubernur
(8) Diisi dengan persentase besaran UP Tunai yaitu 6ooh/perubahan

persentase besaran UP Tlrnai sesuai dengan Keputusan Gubernur

(e)
Diisi dengan persentase besaran UP KKPA yaitu 4OohlPerubahan
persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Gubernur

(10)
Diisi dengan besaran UP Tunai yaitu persentase UP T\rnai dikalikan dengan
besaran UP SKPA

(1 1) Diisi dengan besaran UP KKPA yaitu persentase UP KKPA dikalikan dengan
besaran UP SKPA

(t2) Diisi dengan nama Kota (tempat kedudukan/kantor)

(13) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun
(14) Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap SKPA

(1s) dengan nama lengkap PA

(16) dengan NIP PA

4,



B. ILUSTRASI FORMAT SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN DARI PA

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

Nomor:XXX

Sehubungal dengan pengajuan Uang Persediaan (Up), yalg bertaadatangan d.i

bawah ini:

1. Nama...
2. Jabatan
3. SKPA...

: Pengguna Anggaran (PA)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Besaran UP SKPA yang diajukan untuk Tahun Anggaran ... (4)

sebagai berikut :

(1)
(2t
(3)

ada-1ah

No Uraiar Jumlan Gp)
DPA SKPA (s)

2 Jenis Belanja yang dapat dibayaJkan melalui Up
am 1 Tahun

(6)

3 Jenis BelanJa
Tunai dalam 1 Tahun

(7)

agu Jeois Belanja yang dapat dibayarkan melalui
KKPA dalam 1 Talun

(8)

5 UP SKPA (e)

6 (10)

7 esaran UP KKPA etau Peruba}ran Besaran UP KKPA (1 1)

2. UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai pengadaan barang
dan jasa serta belanja moda-l SKPA d,an/atat membiayai pengeluaran yang
tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS.

3. Bersedia untuk menyetorkan ke kas daerah melalui Bp, besararr/iumlah
potongan UP Tunai yang telah ditetapkan ppKA selaku BUA atau melakukan
pemotongan atas penggantian UP Tunai yalg diqlukan sebesar jumlah
potongan yang telah ditetapkan PPKA setaku BUA sebagai akibat tidak
melakukan penggantian {reuoluing) UP Tunai paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.
4. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP KKPA sebesat 25% (dua puluh

lima persen) dari total besaran/proporsi UP KKPA yang telah disetujui oleh
PPKA selalru BUA sebagai al<ibat ditemukalnya ketidaksesuaian pelaksanaan
pembayaran dan penggunaan KKPA dengan Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPA Tingkat SKpA.

5. Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran Up Tunai serta besaran Up
KKPA/perubahan besaran UP KKPA yang telah disetujui oleh ppKA selaku BUA
dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah
ditetapkan.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

(12| (13)....

Pengguna Anggaran,

(i4).
.... (1s)....

.(16)

1.

yang dapat dibayarkan melalui

1.

Besarar UP Tunai atau Perubahan BesaJan Up Tultai
[6070)/Perubahan Proporsi UP Tunai

1.10%)/ Perubahan Proporsi UP KKPA



PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NO URAIAN

(1) iisi dengan nama PA

(2) si dengan jabatan PA

(3) iisi dengan nama SKPA

(4) dengan ta-hun anggaran berjalal
(s) si dengan total Pagu DPA SKPA (dalam Rupiah)1t

(6) iisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan mela.lui Up selama
1 iahsatu tahun dalam Ru

(7)
anJ arkandapaendS11l en1S b apgarl Jagu dit b me u1a)angv TrrnUP a-1ay

di ay
1 tu eS eb SAI 06 % enyal zlrn hu en af1dpu pers pagu

n1e s an Sbi a b AI mekanv a] Ius
u ahp

(8) enis belanja yang dapat dibayarkaa melalui Up KKPA
selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 4Ook (empat puluh persen
iisi dengan pagu j

) dari pagu
diSenl a biSA ab kal UP alamd uR

(e) iisi dengan besar
esaran UP SKPA

UPan KPS se uS d4,1 en ke utu anS uL-r eb urn tr engan p tang
Rdalam u ah

(10)

T\rnai yaitu 60% dari besaran Up SKPA atau 60% dari
si dengan:

KPA
iah tau

bih
ata ci1 dikalikarr

KPAampa
di

beru anah besaran besaran UP S vang
u aIdbernur arn Ru a bPeru anahp of rst UP tup po ya1

1:o 1S1 Cke i1 lebih Sbe ar dafl 6o% ikalikand d allbesar PUengan
KPA u ro orST Iebih ke Iebih sa_rbep p dari 6 o/o0 dengan
ru anbah b S anax UP mel u1 sa_ranbe PU q amdal Ru

et an b anah SIor PU a1T\rn berikan o h1e Gu

an UP

(i 1)

KKPA tau
KPA di tuJ

ata
bih dari dikali

KPA tau dari dikalikan
KPA

KKPA

tu 4 %0 Pya1 U a 04 % dari
me bbaharr Se axan PU melam u1a b Sar UPan Sp te ah eS u1yang
beu rn arnda1u f u bahPeru an slt UP KK AP altupopro v

S1or e ecilk be ih berop sar 4o% kal d n b S an UPgan
S a or rS besarp po dengarr

bahan b Se anAI UP b arS an UP S da-1am Rupiah
ta e bru anah o rslo UP diteta okan h1e uG b rn ru

iisi dengan :

esaral UP

si dengan lokasi

(13) , bulan, dan tahun penandatanganan Surat
rnyataan UP

iisi dengan tanggal

(14) si dengan tanda tallgan PA dan dibubuhi cap SKpA

(1s) iisi dengan nama lengkap pA

(16) iisi dengan NIP PA

w

tahun(satu)
UPbelanja (da1am

melalui

bernur.

UP melampaui telah disetujui
Tunai

piah)

dari besaran SKPA

Rupiah)

lebih 400kkecil/ lebih
melampaui

(12)



C, ILUSTRASI FORMAT SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KKPA

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

.........(1)
Penting
.........(2)............
Persetujuan Besaran Uang
Persediaan KKPA

..................(3).
Yth. Pengguna Anggararr SKPA
.....(4).....( s).....
di....(6).....

1. Dasar:
a. Peraturan Gubernur Nomor ... (7) ... tentang tentang Tata Cara

Penggunaan dan Penyelenggaraan KKpA

dalam ralgka Pelaksalaan Anggaran pendapatar dan Belanja Aceh;
b. Surat Keputusan Gubernur mengenai penetapan besaral Up SKPA;
c. Surat Perintah Membayar Uang persediaan (SpM Up) Tunai Nomor

... (8)... tanggal .... (9) ........ ;

d. Surat Permohonan Perubahan Besaran Up dari pA SKPA.... (10) ....
Nomor .... (11) .... tanggal .... ( t2l'........... ; dan/atau

e. Surat Pernyataan UP dari PA SKPA .... ( 13) .... Nomor .... (14) ....
tanggal .... (15) .....

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengaa ini diberikan
persetujuan besaran UP SKPA adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

1 Pagu DPA SKPA (16)

2 Jenis Belanja yang dapat

melalui UP dalam I Tahun

(17)

3 Jenis belanja (18)

4 (1e)

5 an UP KKPA (40%) atau

UP KKPA /Perubaian Proporsi UP KKPA

Peruba.han (20)

v

3. UP tersebut dipergunakal untuk keperlual membiayai pengadaan barang
dan jasa serta belanja modal SKPA .... (21)..... kode .... (22).....
atas beban DPA TA .... (23) ..... No ...... (2a) ..... tanggal .... (2S). dan
tidak dapat digunal<an untuk membiayai pengeluaran yang menurut
ketentuan harus dila_kukan dengan pembayaran Langsung (LS). -

4. Pembayaraa dengan UP KKPA untuk pertama kali hanya dapat dilakukaa
kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang dan jasa serta belanja modal
paling banyak sebesar Rp50.O00.000 (lima puluh juta rupiah), kecua_li
pembayaran untuk perjalanan dinas.

5. Pembayaral dengan UP KKPA dengan nilai belaaja paling banyak sebesar
Rp50.OOO.0O0,0O (1ima puluh juta rupia_h) untuk 1 (satu) penerima
pembayaral digunakan apabila belanja barang dan jasa serta belanja modal
melalui tralsaksi katalog elektronik, toko daring, dan pLSE yang diiediakan
oieh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan- di bidang
kebijakan pengadaan bararrg/jasa pemerintah.

6. UP KKPA merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk

!3tTql belanja (limit) kredit kepada Bp/Bpp yang pengguna€rnnya
dilakukan dengar KKPA.

7. Total batasan belanja (limit) UP KKPA untuk masing-masing SKpA adalah
paling banyak sebesar UP KKPA yang telah disetujui

B. Besaran UP KKPA/perubahan besaran Up KKPA yarrg telah ditetapkan
harus digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telai ditetapkan.

9. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggunglawaban dan
pelaporan dengan KKPA dalam rangka Penggunaan Up agar berpedoman
pada Peraturan Gubernur Nomor ... (26)..... tentang Tata Cara penggunaan

No.

Pagu yallg dapat

dibayarkar melalui UP KI(PA dalam 1

talun
Besarar UP SKPA



dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan
dan Belanja Aceh.

Demikian untuk menjadi perhatian.

PPKA selaku BUA,

Tembusan:
1. Gubernur Aceh
2. Inspektorat
3. Direktur Utama Bank Aceh
Syariah

(271

(28l.
(2el

w



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPA

NO URAIAN

(1) si dengan nomor surat

(2) dengan banyalnya lampiran surat

(s) iisi dengan tanggal bulan dan tahun

(4) si dengan nama SKPA

(s) iisi dengan kode SKPA

(6) KPAden et m ta do silimt alamatgan kan ot f Sp

(7) si dengan nomor Peraturan Gubernur

(8) KPA aikand11Sr n oom r S UPPM na1Tu Sengan diSarn ada uKvarlg aasp kep
AU

(e) iisi dengan tanggal SPM
UA

UP T\rnai SKPA yang disampaikan kepada Kuasa

(10) si dengan nama SKPA

(1 1) ngan nomor surat permohonal perubaharr besaral Up dari pAde
KPA
1r31

(12)
KPA

PAS1 SUrat ermohonan rue bah ban Se arp an dariUPp

(13) si dengan nama SKPA

(r4) ngan nomor Surat Pernyataan dari pA SKpAiisi de

(1s) iisi dengan tanggal Surat Pernyataan dari pA SKpA

(16) si dengan total pagu DPA SKPA (da.lam Rupiah)

lrTl enis belanja yang dapat dibayarkan melalui Up
selama 1 (satu) tahun (da1am Rupiah)

iisi dengan pagu j

(18)
iisi dengan pagu jenis belanja yarrg d

1 (satu) tahun yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
enis belanja yang bisa dibayarkan melalui Up (da1am rupiah)

apat dibayarkan melalui UP KKPA

(1e) saran UP SKPA sesuai dengan ketentual dalam
eputusan Gubernur tentang Besaral Up SKPA (dalam Ru
iisi dengan be

piah)

(20)
iisi dengan besaran UP KKPA yaitu 40
isetujui Gubernur atau perubahan besaran Up KKPA sesuai dengan

tuar darr telah disetujui Gubernur

o/o dari besaran UP SKPA yang tela_h

(dalam rupiah)
(21) iisi dengan nama SKPA.

(22) dengan kode SKPA.
(23) si dengan tahun anggararr DPA SKPA

(24) iisi dengan Nomor DPA SKpA

(2s) si dengan tanggal pengesahan DpA SKPA.

(261 si dengan nomor Peraturan Gubemur
engan tanda tarrgan PPKA selaku BUA dan dibubuhi

p
iisi d

(28) iisi dengan nama lengkap PPKA selaku BUA

(2e) si dengan NIP PPKA selaku BUA

dengan tanggal

(27)

\,



D. ILUSTRASI FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPA

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Pendapatan dan Belanja Aceh, dengan
untuk menerbitkan KKPA dalam rangka
....(7)... ....
sebesar Rp

Persediaan sebesar Rp ........ (16) ..

: .........(1)............
: Penting
: .........(2)............
: Permohonan Penerbitan

KKPA

(e) ... .....(

ini kami mengajukan permohonan
penggunaan Uang Persediaan SKPA
belanja (limit) KKPA yang diajukan
).

Yth......(4)..

di ....(s)

Sehubungan dengan pelaksanaan peraturan Gubernur Nomor
(6)..'.. tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksalaan Anggaran

(8).... dengan total batasan

Adapun pagu DPA SKPA
........(10)
..... (1 1) ... . TA ..... (12) .....Nomor

( ........ (17) ............

(13)

) dan Besaran Uang
....).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:
a. surat referensi;

b. formulir aplikasi KKPA;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
d. fotokopi NPWP;

e. fotokopi surat persetujuan besaran Up dari ppKA selaku BUA; dan
t. fotokopi surat keputusan penunjukkan pA/KKpA.

Demikian kami sampaikan,
diucapkan terima kasih.

atas perhatian dan kerjasamanya

Hormat kami,
PPKA Selaku BUA

Materai
Rp 10.000,00

Tembusan:
1. Gubernur Aceh
2. Inspektorat

e+



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPA

NO URAIAN

(1) dengan nomor surat

(2) dengan banyaknya lampiran surat

(3) bulan dan tahundengan tanggal

(4) KKPA menJabatan bata Bankj Penerbitdengan pej mitraadi ayang ker]'
Dtah aerah

(s) dengan tempat/ domisili/ alamat kantor Bank Penerbit KKPA

(6) dengan nomor Peraturan Gubernur

(7) dengan nama SKPA

(B) dengan kode SKPA

(e) dengan total batasan belanja (limit) KKPA yang diajukan oleh SKpA
Bank Penerbit KKPA dalam

(10) (limit) SKPA
KKPA

total batasan adengan KKPA ukanbelanj olehyang diaj
Bank Penerbit dalam h

(1 1) si dengan narna SKPA

(t2) dengan tahun anggaran berkenaan

(13) dengan nomor DPA SKPA

(14) saran pagu DPA (dalam angka)dengan be

(1s) besaran pagu DPA (dalam huruf)dengan

(16) SKPA
BUA

besaran UPdengan berdasarkan surat uan UPbesaranpersetuj
PPKA selaku dalam

(17) UPbesaran berdasarkandengan surat besaran UP daripersetujuan
BUAselaku dalam

(18) tangan PPKA selaku BUA dan dibubuhidengan tanda

(1e) dengan nama lengkap PPKA selaku BUA

(20) dengan NIP PPKA selaku BUA

,L



E, ILUSTRASI FORMAT SURAT REFERENSI

SURAT REFERENSI

HaI: Pengajuan KKPA

Merujuk Pe{aljian Kerj a Sama antara
dengan (s)..

.......(t)........,
Yth (2)

di....................(s).....

(4)..

NO NAMA TGL LAH]R JABATAN JENIS
KARTU

BATASAN
BELANJA (LIMT

(e) (10) (1 1) (t2) (13) (14)

Nomor: .............(7)............ tanggal ................(8). dengan ini kami
mengajukan permohonan untuk penerbitan KKPA untuk nama-nama sebagai
berikut :

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untuk
mendapatkal KKPA yang pembayarannya ditanggung sepenuhlya oleh SKpA
sepanjang sesuai dengan ketentuan pembayaran belanja baralg atas beban
APBA.

utnya untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan KKpA untuk
( 15) . ....... .... ... , maka Administrator KKpA yang kami

tunjuk adalah:
Nama
Jabatan

Telepon/ Fax
Email

tentang .....................(6)......

.............(20)....

Selanj
SKPA

:....(16).....
:....(17)....

: ....(18)....
:....(19)....

Administrator KKPA tersebut diberikal hak/kuasa oleh pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KKPA) untuk menyampaikan t<enait<an
batasan belanja (limit) KKPA secara sementara/permanen.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dal kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Materai
Rp. 10.000,00

...............(21)

.,.,..,,.......(221

I+

Hormat kami,
PPKA selaku BUA

=



PETUNJUK PENGISIAN SURAT
REFERENSI

NO URAIAN

(1) dengan tanggal, bulan, tahun penandatangErnan Referensi

(2) pejabat Bank Penerbit KKPA yang menjadi mitra kerja
tah Aceh

dengan jabatan

(3) dengan tempat/domisili/alamat kantor Bank penerbit KKPA
(4) dengan nama Bank Penerbit KKPA

(s) dengan nama organisasi PPKA

(6) dengan uraian Perjanjian Kerja Sama

(7) dengan nomor Perjanjian Kerja Sama

(8) dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama

(e) dengan nomor urut

(10) dengan nama Pemegang KKPA

(1 1) dengan tanggal lahir Pemegang KKPA

(12) dengan jabatan Pemegang KKPA

(13) dengan jenis KKPA

(t4) dengan nilai limit KKPA

(1s) dengan nama SKPA

(16)

nama Administrator KKPA, dengan ketentuan
a. Penunjukan Administrator KKPA bisa lebih dari 1 (satu) orang

sesuai dengan kebutuhan SKPA dan surat Keputusan penetapan
dari KKPA SKPA.

b. Jumlah Administrator KKPA disesuaikan dengan ketentuan
yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Gubernur ini

dengan

(17) dengan jabatan Administrator KKPA.

(18) dengan nomor telepon/ fax Administrator KKPA

(1e) dengan alamat email Administrator KKPA

(20) dengan tanda tangan PPKA selaku BUA dan dibubuhi

(21) dengan na.ma PPKA selaku BUA

(22) dengan NIP PPKA selaku BUA

el,



F. ILUSTRASI FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL MENGGUNAKAN KKPA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SERTA BELANJA MODAL MENGGUNAKAN KKPA

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama (1)

(2)NIP............
Pangkat/Gol. Ruang ..(3)
Jabatan .....(4)

Nomor KKPA
..(s)
..(6)

Berdasarkan pembayaran dengan KKPA dalam rangka penggunaan Up, dengan ini
kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1' Rincian pengeluaran riil pembayaran pengadaan barang dan jasa serta belanja

modal dengan menggunakan KKpA sebagai berikut:

Anggaran Bukti
Pembelia

n/Pe
mbayaran

o Uraian

an

Jenis
Belalja
Barang

dan
Jasa/Mo

dat
Kode
Sub
Kegia
tan

Ko
de
AK
un

Kode
Kelomp
ok

Kod
e
Jen
is

Kod
e

obj
ek

Kod
e

Rinc
ian
obje

k

Kode
Sub
Rinci

an
obje

k

k

2' Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pembayaran pembayaran pengadaan barang dan jasa serta belanja modal SKPA
dengan menggunakan KKPA dan apabila di kemudian hari terdapai kelebihan atas
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening
Kas Umum Aceh.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

........(21)...,... ..(22).

PPTK selaku pelaksana

Kuasa Pengguna KKPA
(23)
(24)
(2s)

et,

.JUml
ah

.r\cta

l/) (e) (r0) (r 1) (t2) (13) lL4) (1s) (r6) lL7) (18) ( 1e)

(20)



PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SERTA BELANJA MODAL MENGGUNAKAN KKPA

NO URAIAN

(1) dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa pengguna KKPA

(2) dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPA

(3) dengan Pangkat/Go1. Ruang PPTK selaku Pelaksana Kuasa
KKPA

(4) dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPA

(s) SKPAnama PPTK selakudengan Pelaksana Kuasa Pengguna

(6) dengan nomor KKPA

(7) dengan nomor urut

(8)
asa serta a modal KKPA

uralan ua-randengan transaksi luanpengel keper danbelanja barang

(e) enis be1ary'a barang dan jasa serta belanja modaldengan j
(10) dengan kode sub kegiatan

(1 1) dengan kode akun

(12) dengan kode kelompok

(13) dengan kode jenis

(14) dengan kode objek

(1s) si dengan kode rincian objek

(16) dengan kode sub rincian objek

(17) tanda centang apabila terdapat bukti pengeluarandengan

(18) tanda centang apabila tidak terdapat buktidengan

(1e) dengan jumlah pembayaran dengan KKPA

(20) dengan total pembayaran dengan KKPA

(21) dengan lokasi

(22) dengan tanggal, bulan, dan tahun

(2s) tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa penggunasi dengan tanda

(24) nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa pengguna KKPAdengan

(2s) NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa pengguna KKPAdengan

ey



G. ILUSTRASI FORMAT DAFTAR PENGELUARAN R]IL PERJALANAN DINAS
JABATAN MENGGUNAKAN KKPA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL PERJALANAN DINAS JABATAN DENGAN KKPA

Yalg bertandatangan di bawah ini:
Nama
NIP....

(1)

(2)
Pangkat/Gol. Ruang....... . (3)
Jabatan
SKPA........
Nomor KKPA

(4)

(s)

(6)

berdasarkan Surat Tugas (ST) Nomor (7t

, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya

(231
(24)

.(2s)

(8)

1. Rincian pengeluaran riil perjalanan dinas jabatan dengan KKpA sebagai berikut:

2. Jumlah uang tersebut pada angka I di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pembayaran perjalanan dinas dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan
atas pembayaral, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke RKUA.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
PPTK selaku Pelalsana Kuasa Pengguna KKPA. (211........,..(22)

Pelaksana Perjalanan Dinas,
(26)
(27)

(281 . .. .

q,

No Rincian
luaran

Pembebanal Anggaran Bukti Jumlah

(e) (10) (12) (13) 14) (1s) (16 t7) (18) (1e

TotaI (201

tanggal
bahwa:

(1 1)



PETUNJUK PENGISIAN
DAF:TAR PENGELUARAN RIIL KEGIA?AN PERJALANAN DINAS JABATAN

DENGAN KKPA

NO

(1) S1 nama Pelaksana urSdengan ta Tugas ST)

(2) dengan NIP Pelaksarra Surat Tugas (ST)1151

(3) ratS1 P t Gol uRdengal Su Tuangka allg gas ST)

(4) ratPelak Susana Tu Sga ST)

(s) si dengarr nama SKPA

iisi dengan nomor KKPA

(7) iisi dengan nomor Surat Tugas (ST)

(8) si dengan tanggal Surat Tugas (ST)

(e) iisi dengan nomor urut

(10) si dengan perincial pengeluaran

(1 1) iisi dengan kode a-kun belanja

(r2) iisi dengan kode kelompok belanja

(13) kode jenis belanja barang darr jasaiisi dengan

(14) si dengan kode objek perjalanan dinas

(1s) si dengan kode rincian objek perjalanan dinas11

(16) si dengan sub rincian objek

(17) ngan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaraniisi de

(18) bi1 tidakds1 en datarr tancen a a agan terda a but ktig p uaranp pengel

(1e) iisi dengan jumlah pembayaran dengan KKpA

si dengan total pembayaran dengan KKpA

(21) iisi dengan lokasi

(221 si dengan taflggal, buian, darr tahun

(23) engan tanda tangan Pelaksana perjaJanan Dinasiisi d

Diisi dengan nama Pelal<sana perl'alanan Dinas

(2s) Diisi dengan NIP Pelaksana perjalalan Dinas

(26) tangan PPTK selaku Pelal<sana Kuasa pengguna

PA

iisi dengal tanda

(271 KKPAdS1 nama KPPI SC akuengan Pelaks aarl uK aas nPe aggun

(28) engan NIP PPIK selal<u Pelaksana Kuasa pengguna KKpAiisi d

q

URAIAN

dengan jabatan

(6)

(20)

(241



H. ILUSTRASI FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPA

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPA BANK
... ..(1)......

o ama No.
KKP
A

Jenis
Belanja
Barang

Rinci
an
Penge

luara
n

Kod
e
Su
b
Keg

n

Kod
e
Aku

Kode
Kelompo
k

Kod
e
Jeni
S

Kod
e
obj
ek

Kode
Rinci

an
objek

Kode
Sub

Rinci
an

Objek

Jumla
h

Pemb
ay

aran
(dala

m
Rupia

Total (1s)

(16) ....... .,

(t7) ...
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna
Anggaran,

(18)
(1e)
(20)

H,,



PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KKPA

NO URAI.AN

(1) Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPA

{2) Diisi dengan nomor urut

(3) Diisi dengan nama lengkap Pemegang KKPA

(4) Diisi dengan nomor KKPA

(5) Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal

(6)
dengan rlnclan pengeluaran transaksi yang dibayarkan dengan

*)Untuk Biaya Materai, apabila masuk dalam Tagihan (e-
/Daftar Tagihan Sementara, agar dimasukkan dalam rincian

an untuk dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPA

(7) dengan kode sub kegiatan

(8) dengan kode akun

(e) Diisi dengan kode kelompok belanja

(10) Diisi dengan kode jenis belanja

(1 1) Diisi dengan kode objek belanja

(12) dengan kode rincian objek belanja

(13) dengan kode sub rincian objek belanja

(14) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan atas beban APBA untuk
KKPA

(1s) dengan total yang harus dibayarkan atas beban APBA

(16) Diisi dengan lokasi

(t7) si dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Daftar
KKPA

(18) dengan tanda tangan PA/KKPA dan dibubuhi cap dinas

(1e) dengan nama lengkap PA/KKPA

(20) dengan NIP PAIKKPA

v



I. ILUSTRASI FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Pemberitahuan

Penolakan

. . . . . . . . .( 1) . . . . . . . . . . (3)
Segera
.,.....,,(2)

Yth......(4).
......(s)......
di...(6).....

l.Dasar:
a. Peraturan Gubernur ...(7)... Nomor ...(8)... tentang Tata cara

Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPA dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

b. oaftar Pengeluaran Riil Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja
Modal dengan KKPA a.n ........ (9) dengan Nomor KKPA .......
(10) ;

c. Daftar Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKpA a.n .

(11) ......... dengan nomor KKPA .......(12).. ......; dan/atau
d. Tagihan (e-bi\ing)/Daftar Tagihan Sementara a.n (13) .........

dengan nomor KKPA ....... (14) .........

2' Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan hasil penguJlan
oleh PPK SKPA, dengan 1n1 disampaikan rincian pengeluaran riil pengadaan
barang dan jasa serta belanja modal dan/atau perjalanan dinas jabatan dengan
KKPA yang tidak dapat disetujui/ disahkan untuk dilakukan pembayaran atas
beban ti:

3. Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada angka 2, sesuai dengan ketentuan, menjadi tanggung jawab
pribadi Pemegang KKPA/Pelaksana Kuasa pengguna KKPA dan harus
dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPA sebelum tanggat jatuh tempo
pembayaran.

Demikian kami sampaikan, atas
diucapkan terima kasih.

perhatian dan kerjasamanya

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,
SKPA (30)

(nama jelas)

NrP. . .... (31)........
Tembusan:
1. Kuasa Pengguna Anggaran SKPA ... (32) ..

Pembebanan
Anggaran

BuktiNo Rinci
an
Peng
e-
luar
an

Ko
de
Su
b
Keg

Kod
e
Aku
n

Kode
Kelom
pok

Kod
e

Jeni
S

Kod
e
obj
ek

Kede
Rinci
an
objek

Kode Sub
Rincian
Objek

Ada Tidak

Jum-
lah

Ket Alasa
n
Peno-
lakan

(1s) (16) (17) (18) (1e) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (261 (27) (28)

Total (2e)

4/

2. Bendahara Pengelu aran I Bendahara pengeruaran pembantu sKpA
......(33) .....



a,

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI
. PENGELUARAN KKPA

ER ACEHP

*

NO URAIAN

(1) Diisi dengan nomor surat

(21 Diisi dengan banyaknya lampiran surat

(3) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan Referensi

(4\ Diisi dengan nama PPTI( selaku Peiaksana Kuasa Pengguna KKPA

(s) Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPA

(6t
Diisi dengan alamat Kantor PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna

KKPA

(71 Diisi dengan alamat tempat/domisili/alamat kantor SKPA

(8) Diisi dengan nama SKPA

(e) Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur

(10) KKPA

(1i) Diisi dengan nomor KKPA

(r2l Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPA

(13) Diisi dengan nomor KKPA

(14) Diisi dengan nama Pemegang KKPA

(1s) nomor KKPA

dengan nomor urut(16)

(171
dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja barang dan jasa serta belanja

dan/atau belanja perjalanan
inas batan KKPA

(18) Diisi dengan kode sub kegiatan

(1e) dengan kode akun

{201 Diisi dengan kode kelompok

(211 dengan kodejenis

(221 Diisi dengan kode objek

(23l, Diisi dengan kode rincian objek

(24], kode sub rincian o ek

(2s) Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran

(261
Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti
pengeluaran

(271 Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPA

(281
Diisi dengan keterangan dengan penjelasan alasan rincian pengeluaran/bukti-bukti
pengeluaran ditolak/tidak disetujui oleh PA/ KPA "Tidak Disetujui/Tidak Disahkan".

(29\ alasan

(30) Diisi dengan total jumlah pengeluaran

(32]' dengan nama SKPA

(33) dengan NIP PAIKPA

(34) Diisi dengan nama SKPA

(ss) dengan nama SKPA

AIE \ MW \ DAIAWAHED \ 2023\ BPKA \ KEP.GUB \ fE8

*

Cf,
MARZUKI

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna


